WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang

o

bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program / kegiatan satuan
kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, maka perlu
dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada masing-masing
satuan kerja perangkat daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Propinsi Jawa
Timur,

2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang ...........



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pasuruan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok—
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekreatriat DPRD dan Staf;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2010
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Pasuruan
2010, tanggal 26 Januari 2010, Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1.

Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni
Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

(1) Guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, pada masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan
Pergeseran Anggaran.

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

(3) Pergeseran Anggaran program dan kegiatan pada SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 3A ayat (3)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Juni 2010

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Juni 2010

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
ttd.
Drs. H. BAHRUL ULUM, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,
NOMOR 26

Disalin
Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,

Ttd,

SUDIONQO, SH. M.Hum
Pembina Tk.I
NIP. 19570216 198603 1 006




